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: a. bahwa daiam rangka mclaksanakan ketent.uan Pasal 7 
Pcraturan Dacrah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 l 
Tahu n 2016 tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat 
Daerah menyebutkan bahwa ketentuan !ebih lanjut 
mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata ;-:cija Pcrangkat Daerah dan Unit Kcrja di 
bawahnya ditetapkan lcbih lanjut dengan Peraturan Bupati 

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu membentuk Pcraturan Bupati 
rentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas clan Fungsi 
scrta Tata Kerja Saiuan Palisi Pamong Praja dan Kebakaran 
Kabupatcn Kolaka Timur. 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Repub!ik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembenrukan 
Kabu pal en Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l 3 Nornor 
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
540 n, 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmcrimahan Duerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana tclah diubah 
dua kali rerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 
2015 ten tang pcru hahan kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

I3UPATI KOLAKA TIMUR, 

DENGl\N RAHMAT TU HAN YANG M1\HA ESA 

Mengingat 

Menirnbang 

KEDUDUiv\N, SUSUNAN ORUANISASI, TUCAS DAN FUNGSJ, 
SERTA TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 

KABUPATEN KOLAKA TIMUJ~ 

TENTf\NG 

PERATURAN BUP/\Tl KABUP/\TEN KOLAM TIMUR 
NOMOR 46 TAHUN 2016 

l:.lUPA 11 r..UL,AM TIMUR 
PROVINS! SULA',VESI TENOG/\RA 

SALIN AN 



Perangkat Daerah ynng melaksanakan urusan pcmerintahan 
Bidang Kctentrarnan dan Ketcrt iban Umum serta Perlindungan 
Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Vmum 
diwadahi dalam bentuk Satuan Po!isi Pamong Praja dan 
Kcbakaran, 

Pasal2 

Bagian Kcsatu 
Bentuk Pcrangkat Daerah 

Ol\8 Jl 
BENTUK, NOMENKL1\TUR DAN TIPE PERANGKAT DAERJ\H 

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dcngan : 
l. Daerah adalah Daerah Kabupatcn Kolaka Timur. 
2. Pcmerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka 

Timur. 
3. Bupati adalah Bupau Kolaka Timur. 
4. Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 

Kabupatcn Kolaka Timur. 
6. Kepala Satuan adalah Kcpala Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Kebakaran Kabupaten Kolaka Timur. 
7. Jabatan l'ungsional adalah sekelornpok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas bcrkaitan dengan pclayanan Iungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan iertentu. 

Pasal I 

BAH I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURJ\N BUPJ\Tl KOLAKA TIMUR, TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUUAS DAN 
FUNGSl, SERTA TJ\TJ\ KERJA SATUJ\N POLIS! PAMONG 
PRJ\,Jl\ DAN KEBAKARAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR. 

MEMUTUSKAN: 

4. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 ten tang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Mentcri Dalam 
Negeri Nornor 80 Tahun 2015, tcntang Pcmbentukan Produk 
Hukurn Daerah; 

5. Perat u ran Dacrah Kabupatcn Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur. 
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Satuan mcmpunyai tugas melaksanakan urusan pernerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di 
bidang Ketcruban Umum dan Pcrlindungan Masyarakat clan 
bidang Ketentraman clan Ketertiban Umum. 

Pasal 6 

(l) Satuan merupakan unsur pclaksana urusan pcmcrintahan 
bidang bidang Ketertiban Umum dan Pcrlindungan 
Masyarakat dan bidang Ketenrraman clan Ketertiban Umum 
yang menjadi kewcnangan daerah. 

(2) Satuan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l i, dipimpin olch 
Kr pala Satuan yang berkedudukan di bawah dan 
bcrtanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Dae rah. 

Pasal 5 

Ragian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB Ill 
KEDUDUK/\N DAN SUSUNAN ORCAN!SASI 

(Ij Tipe perangkat daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
3, diklaslfikasikan atas tipe I:l. 

(2) Pcnentuan upe Satuan sebagaimana dimaksud pada ayai 
(1), bcrdasarkan hasil pengukuran intensitas 
penyelcnggaraan urusan pcmerintahan bidang Ketertiban 
Umum dan Perlindu ngan Masyarakat dan bidang 
Kctentraman clan Ketertiban Umum. 

(3) Penentuan inrcnsitas penyelenggaraan urusan 
pernerintahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2J, 
dilaksanakan bcrdasarkan ketentuan Peraiuran Pcrundang 
undangan. 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Pasal 4 

Nomenklatur perangkat yang rnelaksanakan urusan 
pcmcrintahan Bidang Kctertiban Umum dan Pcrlindungan 
Masyarakat dan Oidang Ketentrarnan dan Ketertiban Umum 
scbagaimana dimaksud dalam PasaJ 2, adalah Satuan l-'olisi 
Pamong Praja dan Kebakaran. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nornenklatur Pcrangkat Daerah 
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(1) Susunan Organisasi Satuan, terdiri atas : 
a. Kcpala Satuan: 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Ketertiban Umum, Kcteruraman Masyarakat 

clan Pcnegakan Perundang-Undangan; 
d. Bidang Sumberdaya Aparatur; 
c. Bidang Kebakaran clan Pcrlindungan Masyarakat: 
r. Kelornpok .Jabaran Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan sebagaimana tcrcantum 
dalam Lampiran Peraturan ini. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Su su nan Organisasi 

Dalarn mclaksanakan tugas scbagaimana oimaksud dalam 
Pasat 6, Satuan menyclenggarakan fungsi : 
a. pcrurnusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat clan bidang Ketentraman clan 
Ketcrtiban Umum; 

b. penyusunan program penyelenggaraan ketertiban umum, 
pcnegakan peraturan nerundang-undangan Dacrah dan 
pcr!ind u ngan masyaraka t; 

c. pelaksanaan kcbijakan penegakan peraturan pcrundang 
undangan Daerah; 

cl. pelaksanaan kebijakan pcnyclenggaraan ketertiban umum 
dan kctcntraman masyarakat di Dacrah; 

e. pclaksanaan kebijakan pcrlindungan masyarakat; 
f. penyelcnggaraan dan fasilitasi penegakkan peraturan 

perundang-undangan dacrah, ketertiban urnum dan 
kctentraman masyarakat, pembinaan rnasyarakat clan 
perlindungan masyarakat: 

g. pelaksanaan kocrdinasi dengan lcmbaga terkait dalarn 
rangka pencgakan peraturan pcrundang-undangan daerah, 
penyelenggaraan ketertiban umum clan perlindungan 
masyarakat; 

h. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan 
hukurn agar mematuhi clan mcntaati peraturan perundang 
unrlangan Daerah: clan 

1. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas clan fungsi satuan. 

Pasal 7 

· I . 



Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal IO ayar ( l ), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. pcngkoordinasian penyusunan rencana kegiatan ianunan 

Satuan; 
b. pelaksanaan urusan umum dan kerurnah tanggaan; 
c. pclaksanaan urusan kcpegawaian , ketatulaksariaan dan 

hukurn serta pelaksanaan urusan pcndidikan dan 
pclatihan: 

d. pengelolaan urusan keuangan, pcrbendaharaan clan 
penyusunan anggaran; 

e. pcneiapan rurnusan kcbijakan pengelolaan kelernbagaan 
dan ketatalaksanaan serra hubungan masyarakat; 

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kcpala Saluan 
scsuai dengan rugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

( I) Sckrctariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
administrasi dan Kcratausahaan yang melipu ti uru san 
kcuangan, urnum dan perlengkapan, kepegawaian, 
kerurnharanggaan penyusunan program, evaluasi dan 
pctaporan Saiuan. 

{2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Sekretaris yang berada di bawah clan bcrtanggung 
jawab kepada Kcpala Satuan. 

Pasal 10 

Bagian Kcdua 
Sckrctariat 

Kepala Saruan mernpunyai tugas mcmimpin dan 
mengkoordinasikan, membina, mcmotivasi dan mengcndalikan 
pclaksanaan tugas di biclang Ketertioan Umum clan 
Perlinclungan Masyarakat dan bidang Kctcntrarnan clan 
Kctertiban Umurn. 

Pasal 9 

Bagian Kesatu 
Kcpala Satuan 

BAB IV 
TUGAS DAN F'UNGSI 
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( 1) Bidang Ketcrtiban Um um, Ketcntraman Masvarakat dan 
Pcnegakan Perundang-Undangan mcmpu nyai tugas 
mcmimpln, mcngkoordinasikan clan mcngcndalikan tugas di 
bidang ketertioan umum, ketentraman masyarakat dan 
penegakan perundang-undangan yang rncliputi operasi, 
pcngendalian dan kcrja sama, pembinaan dan pengawasan 
serta pcnyidikan dan penyclidikan. 

(2) Bidang sebagaiaman dimaksud pada ayat (1), dipimpin olch 
Kepala Bidang yang bcrada di bawah dan bertanggung 
jawab kcpada Kcpala Saluan. 

Pasal 14 

Bagian Kctiga 
Oidang Ketertiban Urnurn, Ketentrarnan Masyarakat 

clan Penegakan Perundang-Undangan 

(I) Sub Bagian Percncanaan dan Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hu ruf a, mernpunyai 
tugas mcnghimpun pedoruan dan petunjuk teknis serta 
melaksanokan penyusunan program, cvaluasi dan 
pelaporan program saiuan, pc.:nyusunan anggara.n. 
penatausanaan keuangan, perbendaharaan, verifikasr, 
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan satuan. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian scbagaimana 
dimaksucl dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, rncmpunyai 
tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis scrta 
melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-rncnyurat dan 
kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, 
administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan 
dan pelarihan aparatur serta hukurn dan Perundang 
undangan serta pelaksanaan urusan pcngelolaan barang 
dan aset Satuan, 

Pasnl 1.1 

{ l) Sckretariat , terdiri atas : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
b. Sub Bagian Urnu m dan Kepegawaian. 

(2) Sub Bagian scbagairnana dimaksud pada ayai (]), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang bcrada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekrctaris. 

Pasal l '.2 
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( 1) Seksi Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
( 1) huruf a, mempunyai tugas menghirnpun pendoman dan 
petunjuk teknis, pcnyclcnggaraan Opcrasi Saruan scrta 
mclaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

(2) Seksi Penycliclikan dan Penyidikan sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat ( J) huruf b, mcmpunyai tugas 
menghimpun pendoman dan petunjuk teknis, 
penyelenggaraan Pcnyelidikan clan Penyidikan serra 
mclaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

Pasal 17 

( l) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan 
Pcnegakan Perundang-Undangan, terdiri atas : 
a. Seksi Opcrasi; 
b. Scksi Penyelidikan dan Penyidikan; 
c. Scksi Pe mbinaan dan Pengawasan. 

(2) Scksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l l, clipimpin oleh 
Kcpala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jaw ab 
kcpada Kepala Bidang Kctertiban Umum, Ketentrarnan 
Masvarakat clan Penegakan Perundang-Undangan. 

Pasal 16 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1), Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman 
Masyarakat da.n Pcnegakan Pcrundang-Undru1gan 
rnenyclr nggarakan fungsi : 
a. pcnyusunan rencana clan program kerja bidang kctcrtiban 

u mum, kctentrarnan masyarakat dan penegakan 
perundang-undangan sesuai dengan rencana dan program 
kerja satuan; 

t> pelaksanaan pcmbinaan, pcngawasan dan pengendalian 
kcgiatan operasi, penyelidikan dan penyidikan.scrta 
pembinaan clan pengawasan; 

c. pcrumusan kebijakan teknis operasi, penyelidikan clan 
pcnyidikan serta pembinaan dan pengawasan; 

cl. pclaksanaan penyusunan rcncana, pcngawasan, 
pengendalian operasi, pcnyelidikan dan penyidikan scrta 
pcrnbinaan dan pcngawasan; 

e. pelaksanaan koordinasi clan konsultasi dengan instansi 
terkait: 

f. pelaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, 
evaluasi dan pclaporan hasil kcgiatan bidang kctcrtiban 
urnum, ketentraman rnasyarakat dan penegakan 
perundang-undangan; 

g. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan 
scsuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasai 15 
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Dalarn melaksanakan tugas scbagairnana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (1), Bidang Sumbcr Daya Aparatur 
rnenyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan bahan pcrurnusan kebijakan reknis di bidang 

surnber daya aparatur, sarana dan prasarana; 
b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran 

di bidang sumber daya aparatur, sarana dan prasarana; 
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidaug sumber daya 

aparatur, sarana dan prasarana: 
d. pcngkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang surnbcr daya 

aparaiur. sarana dan prasarana: 
e. penyusunan rencana program dan rcncana kerja anggaran 

di bidang pelatihan dasar, sarana dan prasarana; 
f. pcngkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelatihan 

dasar dan teknis fungsional; 
g. pclaksa.naan kajian clan pcnyusunan rencana dan program 

kerja pelatihan dasar dan teknis fungsional satuan; 
h. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis peningkatan 

kemarnpuan dan kererampilan dasar satuan polisi pamong 
praja: 

1. pelaksanaan pengembangan surnber daya aparatur rnelalu i 
pcndidikan dan pclatinan clasar dan atau lanjutan, pelatihan 
baris bcrbaris. pencarian dan penyelarnatan, bcla diri, 
pengawalan, kesamaptaan. pengamanan. deteksi din: dan 
cegah dini serta peningkatan fisik; 

J. Penyajian data dan inforrnasi di bidang pelatiha.n dasar dan 
teknis fungsional sorta Sarana dan Prasarana; 

Pasal 19 

( J J l:liclang Sumbcr Oaya Apararur mcmpunyai tugas 
Mernimpin, rncngkcordinasikan dan rnengcndalikan iugas 
tugas di bidang surnber daya aparatur, tcknis fungsional, 
sarana dan prasarana, 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kcpala Didang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kcpada Kepala Satuan. 

Pasal 18 

Bagian Kccmpat 
Bidang Sumber Daya Aparatur 

(3) Scksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 avat (l) huruf c, mernpunyai tugas 
mcnghirnpun pendornan dan pctunjuk teknis, 
penyeienggaraan Pemuinaan cian Pengawasan serta 
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pclaporan. 
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( l) 8idang Kebakaran dan Pcrlindungan Masyarakat 
mcrnpunyai tugas Memimpin, mengkoordinasikan dan 
mcngcndalikan tugas-tugas di bidang kcbakaran dan 
pcrlindungan rnasyarakat. 

Pasal 22 

Bagian Kelima 
Bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakar 

( l) Seksi Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 ayat (l) huruf a, mempunyai tugas menghimpun 
pcndoman dan petunjuk teknis, penyelenggaraan Pelatihan 
Dasar sorta mclaksanakan monitoring, evaluasi chm 
pelaporan. 

(2) Scksi Tcknis Fungsional sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat [1) huruf b, mempunyai tugas menghimpun 
pendornan dan petunjuk teknis, penyelenggaraan Teknis 
Fungsional serta melaksanakan monitoring. evaluasi dan 
pelaporan. 

(3) Sek si Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (1) huruf c, mernpunyai tugas menghimpun 
pendornan dan pctunjuk tcknis, pcnyclcnggaraan Sarana 
dan Prasarana serta melaksanakan monitoring, cvaluasi 
dan pelaporan. 

Pasal 21 

(lJ Bidang Sumber Daya Aparatur, tcrdiri atas : 
a. Seksi Pelatihan Dasar; 
b. Seksi Teknis Fungsional; 
c. Seksi Sarana dan Prasarana. 

(2) Seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), dipimpin olch 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Biclang Sumber Daya Aparatur. 

Pasal 20 

k. Pelaksanaan pcmbinaan. pernantauan pengawasan dan 
pengendalian di bidang pelatihan dasar dan teknis 
fungsional serta sarana dan Prasarana: 

I. Penyusunan laporan rcallsasi anggaran bidang surnber daya 
aparatur; 

rn. Pcnyusunan laporan kincrja program bidang surnber daya 
aparatur: 

n. Pelaksanaan tugas lainya yang dibcrikan kepala Dinas 
satuan scsuai dcngan bidang tugasnya. 

o. naan rugas lainya yang diberikan ~epala Dinas Satuan 
sesuai dengan tugas dan Iungsinya, 
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Dalarn melaksanakan rugas scbagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1), Bidang Kebakaran dan Perlindungan 
Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan perurnusan kebijakan tcknis di bi<lang 

Kcbakaran clan saruan pcrlindungan masyarakat; 
b. pcnyusunan rencana program operasional dan rcncana kcrja 

anggaran di bidang kebakaran dan satuan pcrlindungan 
masyarakat: 

c. pcngkoordinasian pelaksanaa.n tugas di bidang kebakaran 
clan satuan perlindungan masyarakat; 

cl. pelaksanaan penyusunan pedornan pcmbinaan, bimbingan, 
pcngcndalian dan pctunjuk reknis di bidang kebakaran clan 
pcrlindungan masyarakar: 

c. pclaksanaan rckruitmcn, pcmbinaan dan pernberdayaan 
anggota pemadam kebakaran dan satuan pcrlindungan 
rnasyarakat; 

f. pelaksanaan pcndataan dan pcmetaan potensi da.n surnber 
daya bidang kebukaran dan pcrlindungan masyarakat; 

g. pelaksanaan pengernbangan potcnsi surnber daya manusia 
melalui pelatihan dan pcndidikan pemadarn kcbakaran dan 
satuan perlindungan rnasyarakat: 

h. pclaksanaan pcngernbangan dan pcmberdayaan sarana dan 
prasarana bidang keoakaran clan perlindungan masyarakat; 

1. pelaksanaan peningkatan clan pengcrnbangan sistern 
perlindungan masyarakat terpadu; 

.I· pclaksanaan pernbinaan rertib administrasi di bidang 
kebakaran clan pcrlindungan masyarakat; 

k. pelaksanaan idcnutlkast dan pendataan kejadian gangguan 
keamanan dan kctertiban masyarakat; 

I. pelaksanaan koordinasi petugas kcbakaran dan satuan 
pcrlinduugan rnasyarakat dalam pcnanggulangan bencana; 

m. pelaksanaan koordinasi kebijakan operasiorial sistcm clan 
irnplementasi fasiliiasi perlindungan rnasyarakat dalarn 
penyelenggaraan pcmilu, pilprcs dan pilkada; 

n. pelaksanaan koordinasi pcngamanan ketertiban rnasyarakat 
dan pcnanganan masalah soslal kemasyarakatan: 

o. penyajian data dan inforrnasi di bidang kcbakaran dan 
satuan pcrlindungan masyarakat; 

p. pelaksanaan pernbinaan, pcrnantauan, pengawasan dan 
pengendalian di biclang kebakaran dun satuan perlindungan 
masyarakat; 

q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan di bidang 
kcbakaran dan saruan pcrlindungan rnasyarakat: 

Pasal 23 

(2) Bidang sebagaima.na dimaksud pada ayat f 1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang ycing berada cli bawah clan bcrtanggungJawab 
kcpada Kepala Satuan. 
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(1) Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksucl 
dalarn Pasal 26 terdiri dart sejurnlah Aparatur Sipil Negara 
dalam jenjang jabatan Iungsional yang terbagi dalam 
bcrbagaj kelompok se suai bidang kcahliannya. 

(2) Kelornpok Jaoatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada 
ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga Iungsional senior 
yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan 
iugasnya oertanggung jawab kepada Kcpala Satuan. 

Pasal 27 

Kelompok Jabatan F'ungsional mcmpunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas teknis Satuan sesuai bidang keahliannya. 

Bagian Kcdelapan 
Kclornpok Jabatan Fungsional 

rasal26 

( 1) Seksi Perigendalian Kebakaran sebagairnana dimaksud 
dalarn Pasal 24 ayat (1) huruf a, mernpunyai rugas 
menghimpun pendoman dan petunjuk tcknis, 
penyc!cnggaraan pengendalian kebakaran scrta 
melaksanaka.n monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

(2) Seksi Satuan Pcrlindungan Masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf b, mcrnpunyai 
tugas menghimpun pcdoman dan petunjuk teknis, 
penvelenggaraan satuan perlindungan masyarakat scrta 
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pclaporan. 

(3) Seksi Peralatan da.n Perlcngkapan Kebakaran sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf c. rncmpunyai 
tugas rnenghimpun pedoman dan petunjuk teknis, 
pcnyelenggaraan peralatan clan perlengkapan keoakaran 
serta rnelaksanakan monitoring, evaluasi dan pclaporan. 

Pasal 25 

(I) I3idang Kebakaran dan Pcrlindungan Masyarakai, tcrdiri 
atas : 
a. Seksi Pengcndalian Kebakaran; 
b. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; 
c. Seksi Peralatan dan Pcrlengkapan Kebakaran. 

(2) Seksi scbagairnana dirnaksud pada ayat ( 1). dipimpin olch 
Kcpala Scksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Kebakaran dan Per.indungan 
Masyarakat. 

0"lCQ1 '?ti ................. - . 

r. pelaksanaan tungsi lain yang dibcrikan olen Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas ciao fungsinya. 
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Setiap lapuran yang diterima oleh Kcpala Satuan dari 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan scbagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk mernberikan 
pe tunjuk 1eknis k<'pnda hnwnhimnyn. 

Pasnl32 

Sckrctaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagiany Kepala Seksi 
wajib mcngikuti dan mcmatuhi pctunjuk dan 
bertanggungjawab pada atasan.iya masing-masmg dan 
menyampaikan laporan berkaia icpat pada wakt unva. 

rasal3l 

Kcpala Satuan, mernirnpin dan rnengkoordinasi bawahannya 
masing-masing clan mcrnberikan bimbingan serta pctunjuk 
terhadap pclaksanaan tugas bawahannva. 

Pasal 30 

Kcpala Satuan wajib mengawasi pclaksanaar; tugas 
bawahannya masing-rnasing dan bila terjadi penyimpangan 
agar rnengambil langkah-Iangkah yang dipcrlukan sesuai 
kerenu.an perundang undangan yang oerlaku. 

PasaI29 

pengawasan 
dilingkungan organisasi 

melaksanakan 
satuan 
wajib 

( 1) Dalarn melaksanakan tugas Kepala Satuan, Sekretans, 
Kepala B:dang, Kcpala Sub Bagian/Kcpala Se-ksi dan 
Kclompok .Iabatan Fungsional di lingkungan Sat uan wajib 
mencrapkan prinsip koordir.asi, integrasi clan sinkronisasi 
baik diltngkungan Satuan maupun di luar Satuan sesuai 
clengan tugas masing-rnasing. 

(2) oatam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan. Sckretaris 
dan Kepala Bidang mcnerapkan prinsip koordinasi, 
intcgrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit 
organisasi lainnya sesuai dengan rugas pokok rnasmg 
masing. 

(3) Setiap pernimpin 
Pemerintah Daer ah 
melekat. 

Pasa. 28 

!3Al:I V 
:ATA KER,JA 

(31 .Jurn.ah .Jabatan Fungsional scbagairnana dimaksud pada 
aya; (l) diicmukan berdasarkan kebutuhan dar. bcban 
kerja. 

(4) Jenis .Jabatan Fungsional scbagairnana dimaksud pada 
ayat (I) diatur sesuai peraturan pcrundang-undangan yang 
bcrlaku. 
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( 1) Kcpangkatan, pcngangkatan dan pcmberhentian dalam 
jabatan struktural dilingkungan Satuan, berpedoman pada 
peraturan perundangan-undangan yang bcrlaku. 

(2) Kepala Sat uan , Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub 
Bagian /Kcpala Seksi diangkat dan diberhentikan olch 
Bupati atas usu! Sekretaris Daerah. . 

(3) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberbcntikan oleh 
Bupati ocrda sarkan pads keahlian dan atau keterampilan 
tertentu bcrdasarakan peraturan perundang-unda.ngan 
yang berlaku. 

(4) Kepala Satuan merupakan jabatan eselon lib atau jabatan 
pimpinan tinggi prarama. 

\51 sekretans rnerupakan jabatan eselon Illa aiau jabatan 
administrator. 

(6) Kepala Bidang Jingkup Satuan meru pakan jabatan eselon 
!!lb atau jabatan administrator. 

(7) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Satuan 
merupakan janatan eselon !Va atau jabatan pengawas. 

Pasal 37 

UAB VI 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASJ DAN 

PEMBERHENT!AN Di\LAM JABATAN 

Atas dasar perumbangan daya guna dan hasil guna masing 
masing pejabat dalam lingkungan Pcrnerintah Daerah dapat 
mcndelegasikan kewenangan-kewenangan tertent.u ke pada 
pejabar dibawahnya sesuai dengan ketcntuan yang bcrlaku. 

Pasal 36 

( 1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Sckrctaris 
mclakukan tugas-tugas kepala Satuan sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku; 

(2i Dalam hal Sckretaris bcrhalangan sebagai pclaksana Kcpala 
Satuan dapat menunjuk Kepala Bidang yang mernbidangi 
tugas instansi tersebut untuk mcwakili Kepala Satuan, 

Pasal 35 

Dalam rnelaksanakan tugas, Kepala satuan dibantu olch 
Kepala Satuan Organisasi bawanannya dan dalam rangka 
pemberian bimhingan kepada bawahannya wajib mengadakan 
rapat berkala. 

Dalam menyampaikan laporan, ternbusan wajil: disarnpaikan 
pula kepada satuan organisasi lain yang secara Iungsional 
mempunyai nubungan kerja. 

Pasal 34 

Pasal 33 
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Pembina, Go!. IV /a 
198003 17 200003 l 00 1 

Salman scsuai dcngan aslinya 
1.;1::PALJ\ BAGIJ\N HU!-:UM, 

/ ~- - 

BERITA DAF:RAH KAl:3Ul-'ATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 46 

SAMSUL 13Al!Rl MAOJID 

ttcl 

Plh. SEKRETARIS OAERJ\H 
KAF3UPATEN KOLAKA TIMUR, 

Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal Descmber 2016 

TONY HERBIANSYAH 

ttd 

OUPATI KOLAKA TIMUR. 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 7 oesernber 2016 

Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar sctiap orang mengctahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan 11upati ini dengan penempatannya 
dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Kolaka Timur. 

Pasal 38 

I3AI3 Vll 
KETENTUAN PENUTUP 

(8) Pejabat eselon Ill atau jabatan administrator clan Pejabat 
esclon IV arau jahatan pengawas dilmgkungan Satuan 
diangkat dan dibcrhentikan oleh Bupati atas usul Kepala 
Satuan meialui Sc:kreta.ris nacrah. 

(9) Forrnasi dan persyaratan jabatan pada Satuan ditctapkan 
dengan Pcraturan Bupati. scsuai pedornan yang ditetapkan 
olch Pemerintah. 
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I I I 
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SEKSI SEKSI SEKSI 

PEMBINAAN t TEKNIS FUNGSIONAL SA TUAI\ i'ER LINOUNGAN - f>ENGAWASAN - - 1/ASYARAKAT 

St--KSI SEKSI SEKSI 
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